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RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-2  

PADA IUPHHK-HT PT SUMALINDO HUTANI JAYA UNIT I 

DI KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 

1. IDENTITAS LVLK 

a. Nama Lembaga : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN 

Masa Berlaku 27 September 2016 – 26 September 2020 

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 

d. Telepon 

Email 

: 0541 – 747798 

trustindoprimakarya@gmail.com  

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia 

f. Tim Audit : 1. Suharyo Widyatmojo, S.Hut (Lead Auditor); 
2. Ir. Suhardi (Anggota); dan 
3. Bayu Satria Pramana, S.Hut (Anggota). 

g. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia 

 

2. IDENTITAS AUDITEE 

a. Nama Auditee : PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I 

b. Nomor S-LK : 58.SVLK.010-IDN.12.14 

c. SK IUPHHK-HT :  No. SK.407/Kpts-II/1996 tanggal 05 Agustus 1996 

d. Luas dan Lokasi : ± 10.976,40 Hektar 

Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur 

e. Alamat Kantor : Jl. Camar No.95 Kelurahan Bandara  
Kota Samarinda Kalimantan Timur 

f. Pengurus Perusahaan : Komisaris Utama : Stanley Najoan 
Komisaris : Wisly Dwi Putra 
Direktur Utama : Robert Siagian 
Direktur  : Hosein  

g. Management Representatif : Supriyono Suparman 
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3. RINGKASAN KEGIATAN AUDIT 

Tahapan Waktu dan Tempat Keterangan  

Konsultasi Publik - Tidak memerlukan konsultasi publik 

 

Perjalanan Tim Audit 
menuju Lokasi Areal 
IUHHK-HT PT SHJ I 

22 November 2016 Dari Samarinda menuju Lokasi Areal 
IUHHK-HT PT SHJ I 

Pertemuan Pembukaan Kantor 

PT SHJ I, 

23 November 2016 

Menyampaikan dan memberikan 
penjelasan singkat terkait dengan : 

a. Tujuan, sasaran dan ruang lingkup 
verifikasi, tahap dan kegiatan audit 
lapangan beserta metodologinya, 
standar acuan yang digunakan dan 
susunan tim audit. 

b. Menyampaikan aturan acuan audit 
standar VLK termasuk ketentuan 
tentang kerahasiaan dan 
ketidakberpihakan. 

c. Meminta surat kuasa dan/atau surat 
tugas Manajemen Representatif. 

d. Menandatangani BA Pertemuan 
Pembukaan. 

Verifikasi Dokumen dan 
Observasi Lapangan 

Kantor dan Areal 
Kerja PT SHJ I, 

23 - 25  

November 2016 

a. Mengumpulkan, mempelajari dan 
menganalisa dokumen/data/laporan 
produksi dan penjualan. 

b. Melakukan pengamatan, pencatatan, 
uji petik, wawancara dan penandaan 
ketelusuran kayu. 

c. Menganalisis hasil verifikasi dokumen 
dan observasi lapangan menggunakan 
acuan sesuai Lampiran 2.1. Perdirjen 
PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 

Pertemuan Penutupan Kantor 

PT SHJ I, 

25 November 2016 

a. Penyampaian kesimpulan audit 
mencakup temuan kesesuaian dan 
ketidaksesuaian serta meminta 
konfirmasi auditee atas kesimpulan 
audit. 

b. Membuat dan mendatangani BA 
Pertemuan Penutupan. 
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Pengambilan Keputusan Samarinda, 

8 Desember 2016 

a. PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I 
dinyatakan telah secara konsisten 
MEMENUHI Standar VLK sesuai 
Lampiran 2.1. Peraturan Direktur 
Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 
4/2016 tentang Standar Verifikasi 
Legalitas Kayu pada Pemegang 
IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-
RE dan Hak Pengelolaan. 

b. S-LK Sumalindo Hutani Jaya Unit I 
dapat DIPERTAHANKAN sesuai 
dengan masa berlaku dan ruang 
lingkup sertifikasinya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

P a g e  4 | 24 

 

DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 
Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi 
 
 

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI : 

 

PRINSIP 1 : Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak 
Pengelolaan. 

 

Kriteria 1.1. : Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi. 

 

Indikator 1.1.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha 
Pemanfaatan 
Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan 
hutan yang dikelola IUPHHK. 

 

 

Verifier 

Memenuhi/ 

Tidak 
Memenuhi/ 

Not Applicable 

 

Ringkasan Justifikasi 

a. Dokumen legal terkait 
perizinan usaha (SK 
IUPHHK). 

Memenuhi Dokumen legal terkait perizinan usaha tidak 

terdapat perubahan dengan kondisi sbb : 

1. Terdapat dokumen SK IUPHHK-HT atas 
nama PT. Sumalindo Hutani Jaya   No. 

407/Kpts-II/1996, tanggal 5 Agustus 1996 

seluas ± 10..000 Ha. Dalam SK tersebut luas 

dan lokasi definitif ditetapkan setelah 

dilaksanakan penataan batas di lapangan 

oleh Departemen Kehutanan.  
2. Lokasi dan luas peta areal sesuai dengan 

SK.. No.273/Menhut-II/2007, tanggal 7 

Agustus 1997 tentang Penetapan Batas 
Areal IUPHHK-HTI PT. SHJ seluas ± 

10.976,40 Ha di Provinsi Kalimantan Timur 

3. Terdapat Peta lampiran SK-IUPHHK-HTI 
atas nama PT. SHJ Skala 1 : 50.000 untuk 

SK.No.407/Kpts-II/1996 dan 

SK.No.273/Menhut-II/1997 

Dokumen legalitas PT Sumalindo Hutani Jaya 

Unit I lainya dengan kondisi sbb : 

- Akta pendirian Nomor : 4 tanggal 1 April 
1992, Notaris Benny  Kristianto,  SH.  di  

DKI  Jakarta  ,  dan  telah  disetujui  oleh  

Menteri  Kehakiman SK No. C2-
3221.HT.01.01. Tahun 1992 tanggal 25 

April 1992. 
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- Akta perubahan (terakhir) akta 

pendirian Sumalindo Hutani Jaya 

Nomor : 21 tanggal 08 Desember 2014 
oleh Notaris Linda Herawati, SH. 

- Susunan pengurus perusahaan : 

Komisaris Utama : Stanley Najoan 
Komisaris              : Wisly Dwi Putra 

Direktur Utama     : Robert Siagian 

Direktur                  : Hoesin 
- SIUP Nomor : 00313-01/PB/P1/ 

1.824.271 berlaku sampai dengan 17 

Desember 2018. 

- NPWP Nomor : 01.585.575.5.076.000  

Tanda Daftar Perusahaan (TDP), nomor : 

09.05.1.46.74059 

b. Bukti pemenuhan 
kewajiban Iuran Izin 
Usaha Pemanfaatan 
Hasil Hutan Kayu. 
(IIUPHHK). 

Memenuhi Dokumen SPP IIUPHHK dan Bukti Setor SPP 
IIUPHHK tidak terdapat perubahan dengan 

kondisi sbb : 

- Terdapat Bukti Setor IIUPHHK-HT senilai 
Rp. 13.000.000 tanggal 1 Januari 1992 sesuai 

SPP No. 1547/V-HTI/1991 tanggal 11 

November 1991.  
- Terdapat Bukti Setor IIUPHHK-HT senilai 

Rp. 2.538.640 tanggal 23 Desember 2014 

sesuai SPP No. 1005/VI-EDAR/2002 
tanggal 29 Agustus 2002 

 
c. Penggunaan kawasan 

yang sah di luar 
kegiatan IUPHHK 
(jika ada). 

Not Applicable Pada areal IUPHHK-HT PT Sumalindo Hutani 
Jaya Unit I tidak terdapat izin penggunaan 

kawasan lainnya yang sah di luar kegiatan 

IUPHHK. 
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PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah. 

 

Kriteria 2.1. : Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang 
disahkan oleh pejabat yang berwenang. 

 

Indikator 2.1.1. : RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja / 
RTT) disahkan oleh yang berwenang. 

 

Verifier Memenuhi/ 

Tidak 
Memenuhi/ 

Not Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

a. Dokumen RKUPHHK 
/RPKH, RKT/Bagan 
Kerja/ RTT beserta 
lampirannya yang 
telah disahkan oleh 
pejabat yang 
berwenang, meliputi : 

 Dokumen 
RKUPHHK/RPKH 
& lampirannya 
yang disusun 
berdasarkan 
IHMB/risalah 
hutan dan 
dilaksanakan oleh 
Ganis PHPL Timber 
Cruising dan/atau 
Canhut. 

 Dokumen 
RKT/RTT yang 
disusun 
berdasarkan 
RKU/RPKH dan 
disahkan oleh 
pejabat yang 
berwenang atau 
yang disahkan 
secara self approval. 

 Peta rencana 
penataan areal kerja 
yang dibuat oleh 
Ganis PHPL 
Canhut. 

Memenuhi a. Dokumen RKUPHHK-HTI PT Sumalindo 
Hutani Jaya Unit I tidak mengalami 
perubahan yaitu RKUPHHK-HTI PT. 
Sumalindo Hutani Jaya Unit I jangka waktu 
sepuluh (10) tahun periode tahun 2010 – 
2019 telah disahkan berdasarkan 
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 
SK.85/VI-BPHT/2010 tanggal 16 Agustus 
2010. SK ditandai dengan tandatangan 
pejabat berwenang dan distempel. 
Terdapat Lampiran Peta RKUPHHK-HT 
PT. SHJ Unit I skala 1 : 50.000 

b. PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I memiliki 
dokumen RKTUPHHK-HT tahun 2015-
2016 dan lampiran petanya  telah disahkan 
berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan 
Provinsi Kalimantan Timur Nomor 
1713/Kpts/DK-V/2015 tanggal 09 April 
2015  

c. PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I memiliki 
Dokumen RKTUPHHK-HT tahun 2016-
2017 dan lampiran petanya  telah disahkan 
berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan 
Provinsi Kalimantan Timur Nomor 
98/Kpts/DK-V/2016 tanggal 30 Juni 2016  

d. PT Sumlindo Hutani Jaya Unit I memiliki 
peta rencana penataan areal kerja yang 
memuat informasi blok dan petak RKT, 
areal yang boleh ditebang, areal yang tidak 
boleh ditebang, jalan, dan sungai dibuat 
oleh Ganis PHPL Canhut atas nama 
Hubertus Hanu register No. 00688-
13/CANHUT/XX/2012 berlaku sampai 
dengan 11 Maret 2018. 
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b. Peta areal yang tidak 
boleh ditebang pada 
RKT/Bagan 
Kerja/RTT dan bukti 
implementasinya di 
lapangan. 

Memenuhi Pada  Peta lampiran RKT 2016-2017 terdapat 
areal yang tidak boleh ditebang berupa 
Gunung Kars dan Sempadan Sungai. 

Hasil observasi di lapangan ditemukan adanya 
penataan batas areal yang termasuk kategori 
kawasan lindung/ tidak boleh ditebang yaitu 
Sempadan Sungai. Penandaan berupa 
pemberian tanda dengan cat merah sebagai 
batas Sempadan Sungai Pesab pada koordinat 
N 010 13’ 07,1” dan E 1170 04’ 12,1” sesuai 
dengan Peta. 

 

c. Penandaan lokasi blok 
tebangan/ blok 
RKT/petak RTT yang 
jelas di peta dan 
terbukti di lapangan. 

Memenuhi Areal Blok RKT 2016-2017 sesuai dengan SK 
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 

Timur terdapat tanda arsiran dan stempel pada 

peta. Areal Blok RKT 2016-2017 yang 
merupakan carry over dari rencana RKT 2015-

2016. Hasil Pengecekan di lapangan dapat 

dijumpai adanya penandaan dan pemasangan 
plang rambu pada areal dan titik batas telah 

sesuai dengan Peta RKTUPHHK-HTI 

2016/2017. Penandaan di lapangan berupa : 

- Batas Blok RKT 2016/2017 berupa Plang 

Blok RKT 2016/2017 pada  koordinat N 010 

13’ 09,1” dan E 1170 04’ 10,9” 
- Petak tebangan berupa patok cat putih 

pada petak 63C zona 13 pada  koordinat N 

010 13’ 54,0” dan E 1170 03’ 44,5” 
- Petak tebangan berupa patok cat putih pada 

Petak 53B zona 13 pada  koordinat N 010 13’ 

21,8” dan E 1170 04’ 01,3” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

P a g e  8 | 24 

 

DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 
Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi 
 
 

PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah. 

 

Kriteria 2.2. : Adanya rencana kerja yang sah. 

 

Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. 

 

Verifier Memenuhi/ 

Tidak 
Memenuhi/ 

Not Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

a. Dokumen Rencana 
Kerja Usaha 
Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu 
(RKUPHHK) (bisa 
dalam proses) dengan 
lampiran-
lampirannya. 

Memenuhi Dokumen RKUPHHK-HTI PT Sumalindo 
Hutani Jaya Unit I tidak mengalami perubahan 

dengan kondisi yaitu PT Sumalindo Hutani 

Jaya Unit I memiliki dokumen RKUPHHK-HTI 
jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 

2010 – 2019 dan telah disahkan berdasarkan 

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 
SK.85/VI-BPHT/2010 tanggal 16 Agustus 2010 

tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan 
Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Dalam 

Hutan Tanaman untuk Jangka waktu 10 

(sepuluh) tahun periode 2010-2019 atas nama 
PT Sumalindo Hutani Jaya di Provinsi 

Kalimantan Timur. Dokumen RKUPHHK-HT 

PT SHJ Unit I dilengkapi dengan lampiran 
petanya. 

 

b. Kesesuaian lokasi dan 
volume pemanfaatan 
kayu hutan alam pada 
areal penyiapan lahan 
yang diizinkan untuk 
pembangunan hutan 
tanaman industri. 

Not Applicable Berdasarkan dokumen RKTUPHHK-HT tahun 
2016-2017 yang telah disetujui dan disahkan 

diketahui bahwa PT Sumalindo Hutani Jaya 

Unit I tidak melakukan kegiatan persiapan 

lahan dengan memanfaatkan kayu hutan alam 

dari areal bekas tebangan. Persiapan lahan 

untuk HTI diperoleh dari areal Hutan 
Tanaman Industri 
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PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. 

 

Kriteria 3.1. : Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari 
Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK 
Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai 
identitas fisik dandokumen yang sah. 

 

Indikator 3.1.1. : Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ 
dimanfaatkan telah di–LHP-kan. 

 

Verifier Memenuhi/ 

Tidak 
Memenuhi/ 

Not Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

Dokumen LHP yang 
telah disahkan oleh 
pejabat yang berwenang. 

Memenuhi Pada periode penilikan Ke-2, PT Sumalindo 

Hutani Jaya Unit I belum melaksanakan 

kegiatan produksi RKT 2016/2017 berdasarkan 
surat keterangan Direksi nomor 

016/SHJ/FSD/XI/2016 tanggal 25 November 

2016 yang menyatakan bahwa PT Sumalindo 
Hutani Jaya Unit I belum melakansanakan 

kegiatan produksi/ pemanenan kayu RKT 

2016/2017. 

Namun demikian, PT Sumalindo Hutani Jaya 

Unit I telah memiliki sarana dan prasarana 

untuk kegiatan produksi kayu, diantaranya :  

- PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah 

memiliki SOP TUK No. Dok. SOP/SHJ 

I/COC-3 yang menerangkan prosedur 
dalam tata usaha kayu diantaranya 

pembuatan LHP dan Buku ukur serta telah 

memiliki tenaga yang memiliki 
pengetahuan dan kompetensi untuk 

melaksanakan kegiatan produksi kayu. 

- PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah 
memiliki petugas yang berwenang 

membuat LHP yaitu Ganis PHPL pembuat 

LHP atas nama Fahrizal Ramu, S.P Register 
No 01893-13/PKB-R/XX/2016 berlaku 

sampai 17 Maret 2019 yang telah 

ditetapkan sesuai SK Direksi No. 
SK.053/SHJ I-SMD/VII/2016 tanggal 31 

Agustus 2016 dan atas nama Adriyana 
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Register No 01578-13/PKB-R/XX/2014 

berlaku sampai 17 Juni 2017 yang telah 

ditetapkan sesuai SK Direksi No. 
SK.060/SHJ I-SMD/X/2014 tanggal 15 

Oktober 2014. 

- PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah 
memiliki hak akses SIPUHH berdasarkan 

Surat dari Direktorat Jenderal PHPL 

nomor. S./215 /BIKPHH-2/2015 tanggal 
29 Desember 2015 berupa pemberian user id 

dan pasword untuk operasional SIPUHH.  

 

 

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. 

 

Kriteria 3.1. : Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari 
Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK 
Antara ke 
industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik 
dan 
dokumen yang sah. 

 

Indikator 3.1.2. : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat 
keterangan sahnya hasil hutan. 

 

Verifier Memenuhi/ 

Tidak 
Memenuhi/ 

Not Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

Surat keterangan sahnya 
hasil hutan dan 
lampirannya dari : 
- TPK hutan ke TPK 

Antara, 
- TPK hutan ke industry 

primer dan/atau 
penampung kayu 
terdaftar, 

- TPK Antara ke 
industri primer hasil 
hutan dan/atau 
penampung kayu 
terdaftar 

Memenuhi Pada periode penilikan Ke-2, PT Sumalindo 

Hutani Jaya Unit I belum melaksanakan 

kegiatan produksi RKT 2016/2017. Namun 
demikian, PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I 

telah memiliki sarana dan prasarana untuk 

kegiatan produksi kayu dan pengangkutan 
kayu keluar TPK, diantaranya :  

- PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah 

memiliki/menetapkan TPn, TPK Hutan 
berdasarkan  SK TPn dan TPK Hutan yang 

tercantum dalam SK RKTUPHHK-HTI PT 

SHJ I th. 2016 No. 98/Kpts/DK-V/2016 tgl. 
30 Juni 2016 dan memiliki/menetapkan 

TPK Antara (Logpond) berdasarkan SK 
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Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Berau 

Nomor: 551.31/165/KPTS/DKB.III/2010 

tgl. 24 Desember 2010. 
- PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah 

memiliki tenaga teknis PHPL PKB penerbit 

SKSHHK atas nama Heru Riyanto Register 
No 00549-13/PKB-R/XX/2011 berlaku 

sampai 29 September 2017 yang telah 

ditetapkan sesuai SK Direksi No. 
SK.054/SHJ I-SMD/VII/2016 tanggal 31 

Agustus 2016. 

- PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah 

memiliki hak akses SIPUHH berdasarkan 

Surat dari Direktorat Jenderal PHPL 

nomor. S./215 /BIKPHH-2/2015 tanggal 
29 Desember 2015 berupa pemberian user id 

dan pasword untuk operasional SIPUHH. 

- PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah 
memiliki SOP TUK No. Dok. SOP/SHJ 

I/COC-3 yang menerangkan prosedur 

dalam tata usaha kayu diantaranya 
penerbitan SKSHHK dan tenaga yang 

memiliki pengetahuan dan kompetensi 

untuk melaksanakan kegiatan 
pengangkutan kayu keluar dari TPK 

berserta penerbitan dokumen SKSHHK. 
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PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. 

 

Kriteria 3.1. : Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari 
Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK 
Antara ke 
industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik 
dan 
dokumen yang sah. 

 

Indikator 3.1.3. : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA. 

 

Verifier Memenuhi/ 

Tidak 
Memenuhi/ 

Not Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

a. Tanda-tanda PUHH/ 
barcode pada kayu 
bulat dari pemegang 
IUPHHK-HA bisa 
dilacak balak. 

Memenuhi Pada periode penilikan Ke-2, PT Sumalindo 

Hutani Jaya unit I belum melakukan kegiatan 

produksi pemanenan kayu sehingga uji petik 
penandaan kayu belum dapat diverifikasi di 

lapangan, namun demikian PT Sumalindo 

Hutani Jaya Unit I telah memiliki petugas tata 
usaha kayu. Hasil wawancara dengan petugas 

TUK dapat diambil kesimpulan bahwa 

terdapat pemahaman untuk melaksanakan 
pendanaan pada kayu pada penatausahaan 

hasil hutan sesuai prosedur dan ketentuan. 

PT Sumalindo Hiutani Jaya Unit I memiliki 
Prosedur berupa SOP Chain Of Custody (COC) 

No. Dok. SOP/SHJ I/COC-01, SOP Monitoring 

dan Evaluasi Lacak Balak (COC) No. Dok. 
SOP/SHJ I/COC-02, SOP Tata Usaha Kayu No. 

Dok. SOP/SHJ I/COC-3 yang memuat 

prosedur diantaranya penandaan kayu pada 
penatausahaan hasil hutan sehingga 

memungkinkan penelusuran kayu/ bisa 

dilacak-balak. 
b. Identitas kayu 

diterapkan secara 
konsisten oleh 
pemegang izin. 

Memenuhi Pada periode penilikan Ke-2, PT Sumalindo 

Hutani Jaya unit I belum melakukan kegiatan 

produksi sehingga verifikasi terhadap 
konsistensi identitas kayu yang diterapkan 

secara konsisten belum dapat diverifikasi di 

lapangan, namun demikian PT Sumalindo 
Hutani Jaya Unit I telah memiliki petugas tata 
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usaha kayu. Hasil wawancara dengan petugas 

TUK dapat diambil kesimpulan bahwa 

terdapat pemahaman untuk melaksanakan 
pendanaan pada kayu pada penatausahaan 

hasil hutan  sesuai prosedur dan ketentuan. 

PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I memiliki 
prosedur berupa SOP Chain Of Custody (COC) 

No. Dok. SOP/SHJ I/COC-01, SOP Monitoring 

dan Evaluasi Lacak Balak (COC) No. Dok. 
SOP/SHJ I/COC-02, SOP Tata Usaha Kayu No. 

Dok. SOP/SHJ I/COC-3 yang memuat 

prosedur diantaranya penandaan identitas 

kayu pada saat dilakukan kegiatan produksi 

sehingga memungkinkan penelusuran 

kayu/bisa dilacak-balak. 
 

 

 

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. 

 

Kriteria 3.1. : Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari 
Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK 
Antara ke 
industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik 
dan 
dokumen yang sah. 

 

Indikator 3.1.4. : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke 
luar TPK. 

 

Verifier Memenuhi/ 

Tidak 
Memenuhi/ 

Not Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

Arsip SKSKB dan 
dilampiri Daftar Hasil 
Hutan (DHH) untuk 
hutan alam, dan arsip 
FAKB dan lampirannya 
untuk hutan tanaman 
 

Memenuhi Pada periode penilikan Ke-2, PT Sumalindo 
Hutani Jaya Unit I belum melaksanakan 

kegiatan produksi RKT 2016/2017. Namun 

demikian, PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I 
telah memiliki sarana dan prasarana untuk 

mendukung penerbitan dokumen SKSHHK, 

diantaranya :  
- PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah 

memiliki/menetapkan TPn, TPK Hutan 
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berdasarkan  SK TPn dan TPK Hutan yang 

tercantum dalam SK RKTUPHHK-HTI PT 

SHJ I th. 2016 No. 98/Kpts/DK-V/2016 tgl. 
30 Juni 2016 dan memiliki/menetapkan 

TPK Antara (Logpond) berdasarkan SK 

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Berau 
Nomor: 551.31/165/KPTS/DKB.III/2010 

tgl. 24 Desember 2010. 

- PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah 
memiliki SOP TUK No. Dok. SOP/SHJ 

I/COC-3 yang menerangkan perosedur 

dalam Tata Usaha Kayu dan tenaga yang 

memiliki pengetahuan dan kompetensi 

untuk melaksanakan kegiatan 

pengangkutan kayu keluar dari TPK 
berserta mekanisme penerbitan dokumen 

SKSHHK. 

- PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah 
memiliki tenaga teknis PHPL PKB penerbit 

SKSHHK atas nama Heru Riyanto Register 

No 00549-13/PKB-R/XX/2011 berlaku 
sampai 29 September 2017 yang telah 

ditetapkan sesuai SK Direksi No. 

SK.054/SHJ I-SMD/VII/2016 tanggal 31 
Agustus 2016. 

- PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah 

memiliki hak akses SIPUHH berdasarkan 
Surat dari Direktorat Jenderal PHPL 

nomor. S./215 /BIKPHH-2/2015 tanggal 

29 Desember 2015 berupa user id dan 
pasword untuk operasional SIPUHH. 
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PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. 

 

Kriteria 3.2. : Pemegang izin telah melunasi kewajiban Pungutan pemerintah yang 
terkait dengan kayu. 

 

Indikator 3.2.1. : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan 
atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). 

 

Verifier Memenuhi/ 

Tidak 
Memenuhi/ 

Not Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

a. Dokumen SPP (Surat 
Perintah Pembayaran) 
DR dan/atau PSDH 
telah diterbitkan. 

Memenuhi Pada periode penilikan Ke-2, PT Sumalindo 
Hutani Jaya Unit I belum melaksanakan 

kegiatan produksi RKT 2016/2017. PT 

Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah memiliki 
sarana dan prasarana untuk kegiatan produksi 

kayu sampai pada penerbitan SPP melalui 

SIMPONI. 

 

b. Bukti Setor DR 
dan/atau PSDH. 

Memenuhi Pada periode penilikan Ke-2, PT Sumalindo 

Hutani Jaya Unit I belum melaksanakan 

kegiatan produksi RKT 2016/2017. PT 
Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah memiliki 

sarana dan prasarana untuk kegiatan produksi 

kayu sampai pada kegiatan pembayaran 
kewajiban PSDH yang diterbitkan sesuai SPP 

melalui SIMPONI. 

 

c. Kesesuaian tarif DR 
dan PSDH atas kayu 
hutan alam (termasuk 
hasil kegiatan 
penyiapan lahan 
untuk pembangunan 
hutan tanaman) dan 
kesesuaian tarif PSDH 
untuk kayu hutan 
tanaman. 

Memenuhi Pada periode penilikan Ke-2, PT Sumalindo 

Hutani Jaya Unit I belum melaksanakan 

kegiatan produksi RKT 2016/2017. 

Penghitungan tarif PSDH dihitung melalui 

SIPUHH, sehingga kesesuaian tarif akan secara 

otomatis sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
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PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. 

 

Kriteria 3.3. : Pengangkutan dan perdagangan antar pulau. 

 

Indikator 3.3.1. : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki 
pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). 

 

Verifier Memenuhi/ 

Tidak 
Memenuhi/ 

Not Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

Dokumen PKAPT. Not Applicable PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I tidak akan 
melakukan perdagangan kayu antar pulau, 

seluruh kayu hasil produksi dikirim kepada 

Industri chip mill PT. Sarana Bina Semesta 
Alam di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten 

Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan 

Timur. 

 

 

 

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. 

 

Kriteria 3.3. : Pengangkutan dan perdagangan antar pulau. 

 

Indikator 3.3.2. : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang 
berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. 

 

Verifier Memenuhi/ 

Tidak 
Memenuhi/ 

Not Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

Dokumen yang 
menunjukkan identitas 
kapal. 

Not Applicable PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I tidak akan 
melakukan perdagangan kayu antar pulau, 

seluruh kayu hasil produksi dikirim kepada 

Industri chip mill PT. Sarana Bina Semesta 
Alam di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten 

Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan 

Timur. 
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PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. 

 

Kriteria 3.4. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal. 

 

Indikator 3.4.1. : Implementasi Tanda V-Legal. 

 

Verifier Memenuhi/ 

Tidak 
Memenuhi/ 

Not Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

Tanda V-Legal yang 
dibubuhkan sesuai 
ketentuan. 

Memenuhi PT SHJ I telah memiliki Sertifikat Legalitas 

Kayu (S-LK) yang diterbitkan oleh LVLK PT 
Trustindo Prima Karya dengan nomor 

058.SVLK.010-IDN.12.14 berlaku sampai 

dengan 28 Desember 2017. 
PT SHJ I telah memiliki dokumen Perjanjian 

Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal 

dengan LVLK PT Trustindo Prima Karya 
nomor 050/Sub Lisensi/010-IDN/SHJ1/2015 

tanggal 05 Januari 2015. Sehingga, apabila 

terdapat kegiatan produksi kayu, PT SHJ I 

berhak menggunakan logo tanda V-Legal. 
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PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan social yang terkait dengan 
penebangan. 

 

Kriteria 4.1. : Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai 
Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan 
Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan 
(UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)) dan melaksanakan 
kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut. 

 

Indikator 4.1.1. : Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan 
sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. 

 

Verifier Memenuhi/ 

Tidak 
Memenuhi/ 

Not Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

Dokumen 
AMDAL/DPPL/UKL-
UPL/RKL-RPL. 

Memenuhi Pada periode penilikan ke 2 dokumen AMDAL 
tidak mengalami perubahan, antara lain : 
a. Kerangka Acuan Analisis Dampak 

Lingkungan (KA-ANDAL), Juni 1994 
b. Laporan Utama Analisis Dampak 

Lingkungan (ANDAL), September 1995 
c. Ringkasan Eksekutif Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan (AMDAL), 
September 1995 

d. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), 
Desember 1994 

e. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), 
September 1995 

Kelima dokumen tersebut telah mendapatkan 
persetujuan Komisi Pusat AMDAL No. 
191/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 25 September 
1995, ditandatangani oleh Ir. Soemarsono (NIP. 
080019732) selaku Direktur Jenderal 
Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam 
(Ketua Komisi Pusat AMDAL). 
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PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan social yang terkait dengan 
penebangan. 

 

Kriteria 4.1. : Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai 
Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan 
Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan 
(UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)) dan melaksanakan 
kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut. 

 

Indikator 4.1.2. : Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang 
menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan 
dan menyediakan manfaat sosial. 

 

Verifier Memenuhi/ 

Tidak 
Memenuhi/ 

Not Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

a. Dokumen RKL dan 
RPL. 

Memenuhi Pada periode penilikan ke 2 dokumen RKL dan 

RPL tidak mengalami perubahan. 

PT Sumalindo Hutani Jaya I memiliki 
dokumen Rencana Kelola Lingkungan (RKL), 

Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang 

disusun mengacu kepada dokumen AMDAL 

yang telah disahkan. Dokumen tersebut telah 

disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL 

Departemen Kehutanan, Nomor : 191/DJ-
VI/AMDAL/95 tanggal 25 September 1995. 

 
b. Bukti pelaksanaan 

pengelolaan dan 
pemantauan dampak 
penting aspek fisik 
kimia, biologi dan 
sosial. 

Memenuhi PT Sumalindo Hutani Jaya I memiliki 
dokumen Laporan Pelaksanaan Pengelolaan 

dan Pemantauan Lingkungan (RKL & RPL) 

untuk semester II (Juli – Desember) Tahun 2015 
dan semester I (Januari – Juni) Tahun 2016. 

Laporan RKL dan RPL Semester II Tahun 2015 

telah didistribusikan kepada instansi terkait 

dan terdapat tanda terimanya sedangkan 

untuk Laporan RKL dan RPL Semester I Tahun 

2016 masih dalam proses pengiriman. 
Beberapa bukti adanya kegiatan pengelolaan 

lingkungan yang telah dilakukan oleh PT. SHJ I 

antara lain adalah : 
a. Pemantauan data curah hujan di areal 

Basecamp Sei Pesab berada pada koordinat 

N 01º 13’ 08,3”  E 117º 04’ 09,6” 
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b. Pemantauan debit air sungai melalui 

pemasangan Stik water level meter yang 

berada pada koordinat N 01º 13’ 18,5”  E 117º 
04’ 30,6” 

c. Pemantauan kualiatas udara pada 4 tempat 

berbeda dan terdapat pemasangan plang 
pada masing - masing tempat, antara lain : 

1) Pemantauan kualitas udara ambien pada 

base camp berada di areal base camp sei 
pesab pada koordinat N 01º 13’ 16,1”  E 

117º 04’ 17,2” 

2) Pemantauan emisi sumber tidak bergerak 

pada genset berada di base camp sei pesab 

pada koordinat N 01º 13’ 15,5”  E 117º 04’ 

18,3” 
3) Pemantauan kualitas udara ambien pada 

jalan produksi berada di jalan produksi 

dekat pos security sei pesab pada 
koordinat N 01º 13’ 09,1”  E 117º 04’ 11,0” 

4) Pemantauan kualitas udara ambien pada 

pemukiman penduduk berada di RT 9 
Desa Miau Baru Kec. Kongbeng pada 

koordinat N 01º 12’ 49,0”  E 117º 04’ 33,6” 

d. Pemantauan kualitas air pada 3 tempat 
berbeda dan terdapat pemasangan plang 

pada masing - masing tempat, antara lain : 

1) Pemantauan kualitas air pada Sungai 
Pesab berada di dalam areal konsesi PT 

Sumalindo Hutani Jaya I pada koordinat 

N 01º 15’ 43,9”  E 117º 05’ 06,2” 
2) Pemantauan kualitas air pada Sungai 

Pesab berada di batas luar areal konsesi 

PT Sumalindo Hutani Jaya I pada 
koordinat N 01º 10’ 40,6”  E 116º 58’ 08,6” 

3) Pemantauan kualitas air pada Sungai 

Miau berada di luar konsesi PT 
Sumalindo Hutani Jaya I pada koordinat 

N 01º 14’ 04,6”  E 116º 59’ 06,3” 

 
 

 

 

 

 



 
 
 

P a g e  21 | 24 

 

DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 
Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi 
 
 

PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan. 

 

Kriteria 5.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 

 

Indikator 5.1.1. : Prosedur dan Implementasi K3. 

 

Verifier Memenuhi/ 

Tidak 
Memenuhi/ 

Not Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

a. Pedoman/prosedur 
K3. 

 

Memenuhi 

 

 

 

 

 

PT Sumalindo Hutani Jaya I telah memiliki 

prosedur yang lengkap tentang K3 yaitu 

berupa 33 SOP K3. 
Terdapat Struktur Organisasi P2K3 yang 

disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kab. Kukar Nomor : 
KEP.568/1537/1.6.2/12/2015 tanggal 07 

Desember 2015 dengan susunan pengurus sbb : 

 Ketua           : Dudu Hudaya (Distric 
Manager) 

 Wakil Ketua  : Wiji Eko Darsana (FPD) 

 Sekretaris     : Firman Alamsyah Sagala (AK3) 
b. Ketersediaan peralatan 

K3. 
Memenuhi PT Sumalindo Hutani Jaya I telah memiliki 

peralatan K3 mulai dari APD, APAR, kotak 

P3K, peralatan damkarhut dan lain lain yang 
secara umum berfungsi dengan baik. 

Peralatan APD berupa helmet dan safety shoes 

telah dibagikan kepada karyawan secara 
menyeluruh. 

c. Catatan kecelakaan 
kerja. 

Memenuhi PT Sumalindo Hutani Jaya I telah memiliki 

catatan kecelakaan kerja yang dilaporkan 

setiap bulannya. Selama periode penilikan ke-2 
tidak terjadi pernah terjadi kecelakaan kerja 

(NIHIL). 

Upaya yang dilakukan PT SHJ I untuk 
menekan tingkat kecelakaan kerja yaitu 

melakukan pengarahan tentang K3, 

menerapkan/menggunakan APD, pemberian / 
pembagian  peralatan K3 seperti helm/topi 

keras, sarung tangan, masker dan APD lainnya 

kepada pekerja di lapangan. 
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PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan. 

 

Kriteria 5.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. 

 

Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja. 

 

Verifier Memenuhi/ 

Tidak 
Memenuhi/ 

Not Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

Serikat pekerja atau 
kebijakan perusahaan 
(auditee) yang 
membolehkan untuk 
membentuk atau terlibat 
dalam kegiatan serikat 
pekerja. 

Memenuhi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekerja dan karyawan PT Sumalindo Hutani 

Jaya telah membentuk serikat pekerja sesuai 
dengan dokumen susunan kepengurusan 

Serikat Pekerja Sumalindo Hutani Jaya (SPSHJ) 

PT. SHJ yang sudah tercatat di Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai 

Kartanegara dengan bukti pencatatan Nomor : 

567/289/1.5.3.10/2015 tanggal 26 Oktober 2015 
yang disampaikan kepada SPSHJ melalui surat 

Kepala Dinaskertrans Kabupaten kutai 

Kartanegara Nomor 567/1247/1.5.3./10/2015 

tanggal 26 Oktober 2015  
Susunan Pengurus SPSHJ Periode 2015 - 2017 
sebagai berikut : 

Ketua Umum : Candra Pamadya 

Sekretaris Umum : Randy 
Bendahara Umum : Rurin Ernawati 
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PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan. 

 

Kriteria 5.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. 

 

Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan 
(PP) yang mengatur hak-hak pekerja. 

 

Verifier Memenuhi/ 

Tidak 
Memenuhi/ 

Not Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

Ketersediaan Dokumen 
KKB atau PP 

Memenuhi Terdapat dokumen KKB yang terdiri atas 13 

Bab dan 77 Pasal telah mendapatkan Surat 

Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur 

Nomor: KEP.560/2927/B.PHI & JAMSOSTEK 

/2016 tertanggal 17 Oktober 2016 tentang 
Pendaftaran Perpanjangan Perjanjian Perjanjian 

Kerja Bersama (PKB) antara PT Sumalindo 

Hutani Jaya dengan Pimpinan Unit Kerja 
Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan 

Indonesia PT Sumalindo HUtani Jaya (PUK SP 

Kahutindo PT Sumalindo Hutani Jaya). 
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tersebut  

berlaku mulai tanggal 17 Oktober 2016 sampai 

dengan tanggal 16 Oktober 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






